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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2olg tentang perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 201"6 tentang pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada pegawai Negeri sipil,
Pr4jurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan penerima pensiun atau
T\rnjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan pemerintah
Nomor 36 Tahun 2ol9 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
kepada Pegawai Negeri sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian T\.rnjangan Hari Raya,
Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pejabat Negara, pegawai
Negeri sipil, Pimpinan dan Anggota. Dewan perwakilzur Rakyat Daerah
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2O19;

Mengingat : L. undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 19s6 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l}92l;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1gg9 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor zs,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38s1);

3. undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aZS6l;

4. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2aa4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3S5);

5. undang-undang Nomor 15 Tahun 2aa4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  a0O);

6. Undang-Undang...



6.

7.

L

9.

Undang*Undang Nomor 25 Tahun 2CIO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaZ\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun zALl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 523a);
Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zAM Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5537) sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2076 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5388) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau
Tunjangan Ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Ind.onesia Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau T\rnjangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AD tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
zOLg Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322l.;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2A)9 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri sipil, Prajurit
Teniara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63a9);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Ped.oman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan...



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita" Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2AA6 Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2Ol9 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun
2A]p Nomor 0 L , Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2Ol9 Nomor 01);

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2CI16 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Karo Nomor 04 Tahun zAfi tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta" Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2At7
Nomor 04);

l-9. Peraturan Bupati Karo Nomor 5O Tahun 2018 tentang Kriteria
dan Tata Cara Pemberian ?ambahan Penghasilan bagl Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018
Nomor 50);

20. Peraturan Bupati Karo Nomor 0L Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belary'a Daerah Kabupaten Karo

Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
21tg Nomor 01) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 17 Tahun 2019 tentang
perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor O1 Tahun 2Ol9
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2Atg (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNTS PEMBERIAN TUNJANGAN

HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Karo.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerih yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Pejabat Negara adalah adalah Bupati Karo dan Wakil Bupati Karo.

5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan
nnggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Gaji Pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya
gajl seseorang pegawai negeri sipil yang besarnya tergantung pada
golongan ruarlg penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang
dimilikinya.

9. Tunjangan keluarga adalah tunjangan suami/isteri dan
tunjangan anak yang besarannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

10. Tunjangan jabatan adalah tunjangan bagi PNS yang diangkat
dalam jabatan fungsional dan jabatan struktural.

1 1. Tunjangan umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka
*"rrirrgt atkan mutu, prestasi, pengabdian, dan semangat kerja
bagl pigawai negeri sipil (dan calon pegawai negeri sipil) yang

ddtk menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan
jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan

tunjangan jabatan.

12. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP

adalah penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil
pencapaian prestasi kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang

dit"ri*u. dengan sah, sesuai ketentuan perundang-undangan.

13. G41i Terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari
pegawai yang meninggal dunia sebesar penghasilan terakhir
selama beberapa bulan berturut-turut.

14. Pajak Penghasilan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap
*"[iu.p tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
dipeioleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, YanS dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan'

BAB...
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BAB II
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS diberikan
Tunjangan Hari Raya.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta PNS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan
April.
Dalam hal penghasilan pada bulan April sebagaimana dimaksud
pada ayat (U belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada
yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
Tunjangan Hari Raya.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji
Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum dan TPP.

Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan
atau tunjangan umum dan TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibayarkan paling cepat 10 {sepuluh} hari menjelang
Hari Raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat {4), maka pembayaran dapat
dilakukan setelah Hari Raya.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang
meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya
sebesar penghasilan gqji terusan yang diterima pada buian April.
Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan
hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji
terusan yang diterima pada bulan April.
Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Karo.

BAB III
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, dan Calon PNS
diberikan Gqji Ketiga Belas.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Pasal...
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(1)

{21

(3)

(4)

(s)

(6)

(71

(1)

(2t

(3)

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, PNS dan Calon PNS diberikan sebesar penghasilan pada
bulan Juni.
Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yar'g
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada
yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
penghasilan ketiga belas.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gaji
Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan
umum dan TPP.

Pemberian Gaji Pokok, tunjangan kelutrg&, tunjangan jabatan
atau tunjangan umum dan TPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dibayarkan pada bulan Juli.
Dalam hal Gaii Ketiga Belas belum dapat dibayarkan
sebagaimana dimaksud pada ayat {41, maka pembayaran dapat
dilakukan pada bulan-bulan berikutnya pada Tahun Anggaran
2019.
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan
pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
peru nd an g- undan gan dan ditanggun g pemerintah.

Pasal 7

penerima g4i terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang
meninggal dunia atau tewas diberikan gaji ketiga belas sebesar
penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
Penerima g4ji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan
hilang diberikan gaji ketiga belas sebesar penghasilan yang
diterima pada bulan Juni.
Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Karo.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal B

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 termasuk
PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar
pemerintah Kabupaten Karo yang gajinya dibayarkan pada
Pemerintah Kabupaten Karo.

Pasal 9

PNS sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 tidak termasuk PNS

yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara atau yang

diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah.

Pasal...



Pasal 1O

Dalam hal Pejabat Negara, Fimpinan dan Anggota DFRD, PNS,
dan Calon PNS rnenerima lebih dari satu penghasilan
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, Gdi Ketiga
belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang
jurniahnya Xebih menguntungkan.
Apabila Pejabat Negara, Pimpinan dan Aaggota DPRD, PNS, dan
Calon PNS menerima lebih dar:i satu penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, kelebihan pembayeran
tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada
negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangen.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 11

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar oetiap orang rnengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2q n6i 2019

BIJPATI KARO,

di Kabanjahe
L4 nci 2*19

KABUPATEN KARO,

KELIN PURBA

BER DAERAH KABUPATNN KARO TAHUN 2019 NOMOR t5

{1)

{2}

\

Diundangkan
pada tanggal

SEKRET

K4M


